IKHTISAR EKSEKUTIF


Tujuan Pembangunan bidang Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 -2015 sebagai berikut :

a. Meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
b. Meningkatkan penanganan pasca panen produk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 

c. Meningkatkan fungsi hutan dan lahan
               Sasaran, target dan realisasi capaian kenerja tahun 2014 Dinas Pertanian, Kehutanan, dan  Perkebunan Kabupaten Banyuwangi seperti yang digariskan Review Renstra Tahun 2010 – 2015 adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan 

Produksi padi terealisasi 772.109 Ton dari target 703.581 Ton, Produksi jagung Terealisasi 142.915 Ton dari target 129.892 Ton dan Produksi kedelai terealisasi 51.021 Ton dari target 51.957 Ton ;

2. Meningkatnya Produksi Hortikultura 

Jumlah produksi buah unggulan daerah, jumlah produksi sayuran unggulan daerah, serta jumlah produksi tanaman hias dan biofarmaka unggulan daerah (Ton) ;

3. Meningkatnya Produksi Perkebunan 

Jumlah produksi tanaman tahunan unggulan daerah terealisasi 61.330 Ton dari target 39.725 Ton, Jumlah produksi tanaman semusim unggulan daerah terealisasi  425.742 Ton dari target 224.044 Ton;

4. Meningkatnya penanganan pasca panen tanaman pangan

Prosentase penurunan kehilangan hasil mengalami penurunan, terlihat dari realisasi sebesar 14,01 % dari target 14,16 %
5. Meningkatnya penanganan pasca panen hortikultura

Prosentase peningkatan penyediaan sarana pasca panen, terealisasi % dari target 4,25 %
6. Meningkatnya penanganan pasca panen perkebunan

Produksi kopi olah basah terealisasi 1200 Ton dari target 480 Ton dan Produksi tembakau rajang terealisasi 2190 Ton dari target 288 Ton 
7. Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan

Prosentase rehabilitasi hutan dan lahan terealisasi 5,62 % dari target 1,09 %
8. Menurunnya kerusakan kawasan hutan

Prosentase lahan kritis mengalami penurunan, dari target 26 % teralisasi sebesar 24,85 %
Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam target pencapaian antara lain :

1. Lemahnya kelembagaan petani merupakan kendala teknis untuk meningkatkan produktivitasnya dan manajemen pengelolaannya ;
2. Terbatasnya modal petani untuk memenuhi sarana produksi menyebabkan penggunaan input rendah sehingga mempengaruhi produksi, produktivitas dan kualitas hasil ;

3. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang cenderung meningkat menyebabkan penurunan produksi pertanian/perkebunan secara sistematis dan bersifat permanen ; 

4. Terjadinya serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) yang semakin meningkat dan bersifat sporadis mempengaruhi produksi dan kualitas tanaman ; 

5. Fluktuatifnya  harga komoditas pertanian belum  di imbangi dengan adanya instrumen atau sistem tataniaga yang lebih menguntungkan petani, margin keuntungan yang di terima petani relatif lebih kecil dibanding margin keuntungan yang diterima pedagang sehingga menghambat upaya peningkatan pendapatan petani  ;

6. Semakin derasnya komoditas pertanian impor yang mengintervensi sampai ke pasar tradisional di desa-desa  menekan daya saing komoditas lokal, sehingga menurunkan pendapatan petani ;

7. Tingginya tingkat kehilangan hasil pada saat panen dan pasca panen merupakan faktor berkurangnya hasil produksi tanaman ;

8. Semakin menurunnya tingkat kesuburan atau produktivitas lahan  karena pengggunaan pupuk an organik yang berlebihan dalam jangka waktu lama, sehingga produktivitas tanaman sulit ditingkatkan secara signifikans.
9. Upaya pengelolaan sumberdaya hutan/lahan melalui kegiatan penanaman hutan tanaman, dan penghijauan masih belum mampu mengimbangi laju penebangan pohon yang dilakukan masyarakat untuk berbagai keperluan.
Selanjutnya langkah-langkah yang telah diambil antara lain :

1. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dilaksanakan dengan menerapkan sistem SPOT-STOP, yaitu pengendalian OPT dilakukan secara dini, serentak, massal dan berkelanjutan pada hamparan yang luas, sehingga gejala serangan tidak sampai meluas.
2. Memperkuat kelembagaan petani/kelompok tani sehingga mampu mengakses permodalan secara mandiri melalui program Pengembangan Agribisnis Pedesaan (PUAP).
3. Perlu adanya regulasi yang jelas dan tegas serta konsisten dalam implementasi penetapan Tata ruang sehingga mampu mempertahankan lahan-lahan subur produktif dari ancaman alih fungsi lahan. Juga perlu adanya sinergitas dan singkronisasi program antar sektor atau stakeholders. 
4. Menghimbau petani/kelompok tani untuk melakukan pengaturan pola tanam yang serentak dan melakukan pergiliran (rotasi )tanaman secara konsisten dan berkelanjutan.

5. Mendorong petani/kelompok tani agar membangun kerjasama kemitraan dengan para pedagang atau perusahaan, dengan prinsip saling menguntungkan.

6. Mendorong petani untuk mampu memproduksi komoditasnya yang bisa bersaing dengan produk impor baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya melalui penerapan GAP (Good Agriculture Practices). Untuk itu dilakukan  berbagai kegiatan Sekolah Lapang : Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu SLPTT), Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT), Sekolah Lapang Goods Handling Practices (SLGHP)  sehingga produk yang dihasilkan secara kualitas tidak kalah dengan produk  luar negeri  dan akan diterima sebagai produk yang layak ekspor.
7. Melakukan fasilitasi pengadaan alat pasca penen seperti power threser dan pemipil jagung kepada kelompok tani secara bertahap.

8. Melakukan pengawalan teknologi pemupukan secara bijaksana dan menggalakkan penggunaan pupuk organik kepada petani.

9. Melakukan penanaman pohon secara berkelanjutan melalui program Indonesia menanam dengan 1 milyar pohon, atau program one man one tree, serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya melakukan konservasi hutan dan lahan. 

BAB I 

PENDAHULUAN

A. Latar belakang 


Selaras dengan semangat Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terbentang peluang dan tantangan bagi sektor Pertanian, kehutanan dan SDM Pertanian untuk mampu menyusun rencana serta menetapkan strategi yang lebih sesuai dengan kondisi daerah dan dapat menjamin lebih efektifnya upaya pelayanan bidang Pertanian, kehutanan, dan perkebunan sehingga diharapkan lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mempertanggungjawabkan program/kegiatan yang dilaksanakan apakah tujuan dan sasaran program mencapai hasil yang diharapkan, berhasil guna dan berdaya guna yang optimal dalam meningkatkan Kesejahteraan  masyarakat serta dapat meningkatkan kinerja pembangunan Pertanian dan Kehutanan di Kabupaten Banyuwangi, perlu disusun laporan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selama Tahun  2014, sebagai pelaksanaan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 yang mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. 

Dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, diperlukan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD yang memungkinkan pengukuran kinerja secara lebih akuntabel dan terukur sehingga dapat dipertanggungjawabkan melalui penyusunan Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015. Review Renstra memuat perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi dasar penyusunan LAKIP ini.
1. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 dimaksudkan sebagai komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah program/kegiatan pembangunan bidang pertanian, kehutanan dan  perkebunan selama satu tahun anggaran.
Sedangkan tujuan penyusunan LAKIP Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 adalah :  

1. Untuk memberikan informasi capaian kinerja dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan program pembangunan urusan pertanian dan urusan kehutanan. 
2. Sebagai alat kendali, alat penilai dan alat pendorong terwujudnya Good Governance yaitu pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian, Kehutanan dan  Perkebunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 adalah :

1) Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

6) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

7) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8) Peraturan Pemerintah Nomor  41 Tahun 2007, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah

9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

10) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

11) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
12) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 43 Tahun 2011, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi
3. Gambaran Umum 
Kabupaten Banyuwangi memiliki luas 5.782.50 km2, Sebagian besar wilayah daratannya berupa hutan seluas 183.396,34 ha atau 31.72 %. Lahan persawahan sekitar 66.152 ha atau 11.44 % , perkebunan seluas 82.143,63 ha atau 14.21 % pemukiman seluas 127.454,22 ha atau 22.04 % dan sisanya dimanfaatkan untuk jalan, ladang dan lain-lain. Selain itu wilayah Kabupaten Banyuwangi memiliki garis pantai sepanjang lebih kurang 175,8 km dan 10 pulau. Berdasarkan data statistik, potensi lahan pertanian di Kabupaten Banyuwangi berada dalam peringkat ketiga setelah Kabupaten Malang dan Jember, sehingga Kabupaten Banyuwangi menjadi salah satu lumbung padi / pangan di Propinsi Jawa Timur. 


Pembangunan sektor pertanian tanaman pangan yang dominan adalah padi, jagung dan kedelai sedangkan untuk tanaman hortikultura yang berkembang antara lain jeruk, buah naga,  durian, semangka, melon, manggis, dan cabai besar serta cabai kecil.  Tanaman padi memberikan sumbangan yang besar dalam persediaan stock pangan nasional. Produksi tanaman padi setiap tahun rata-rata mencapai 700.000 ton gabah kering giling. 


Selama ini kawasan hutan yang berada di Kabupaten Banyuwangi pengelolaannya menjadi kewenangan BUMN Perum Perhutani untuk kawasan hutan produksi dan hutan lindung, sedangkan kawasan konservasi/pelestarian alam dikelola oleh Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam Departemen Kehutanan cq. Balai Taman Nasional. Adapun lahan Perkebunan Besar Negara dikelola oleh BUMN PTP Nusantara XI dan XII serta Perkebunan Besar Swasta dengan luas HGU 27.444,54 ha, sedangkan kewenangan pengelolaannya berada pada Pemerintah Pusat dan Propinsi. Dengan demikian maka pada tataran kebijakan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi  kurang mempunyai peran yang signifikan dalam pembangunan kawasan hutan dan perkebunan besar, sedangkan untuk perkebunan rakyat menjadi kewenangan penuh Pemerintah Kabupaten dengan luas areal mencapai 32.977 ha dengan komoditi utama tanaman semusim seluas 5.560 ha terdiri dari tembakau, tebu, kapas  serta komoditi tanaman tahunan seluas 32.577 Ha terdiri dari kopi, kelapa kopra, kelapa deres, cengkeh, kakao, kapuk randu dan gula aren.

Pembangunan Sektor Kehutanan dan Perkebunan melalui pemantapan, pembinaan dan pengembangan kawasan, peningkatan dan pemasaran hasil serta peningkatan peran serta masyarakat melalui berbagai Program/Kegiatan di dalam dan di Luar Kawasan Hutan dan Kebun sebenarnya sudah cukup banyak dilakukan. Namun dalam beberapa tahun terakhir ini telah terjadi pencurian, penjarahan dan perambahan di Dalam Kawasan Hutan dan kebun secara besar-besaran, sehingga merusak tanaman pokok dan komoditas utama serta mengancam kelestarian hutan sebagai salah satu sistem penyangga kehidupan. Dalam hubungan ini maka upaya Rehabilitasi dan Konservasi yang dilakukan secara terus menerus tidak akan banyak bermanfaat apabila degradasi yang terjadi akibat perusakan oleh manusia seperti tersebut diatas tidak dapat dikendalikan. Sejalan dengan upaya pengendalian tingkat kerusakan kawasan hutan dan kebun maka peran serta masyarakat dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang Kehutanan dan Perkebunan harus ditingkatkan.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi SKPD
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi memiliki kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kedudukan
Kedudukan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dalam Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi  adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten.  Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2.  Tugas Pokok dan Fungsi SKPD

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Kehutanan dan Perkebunan.
Selanjutnya Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Kehutanan dan Perkebunan;

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Pelayanan umum di Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Kehutanan dan Perkebunan;

c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura, Kehutanan dan Perkebunan;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
C. Aspek Strategis 

Aspek strategis sesuai dengan RPJMD dan Renstra Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi antara lain terkait dengan isu-isu strategis yang sudah dijadikan sebagai program unggulan jangka menengah oleh Kementerian terkait maupun provinsi Jawa Timur, antara lain :

· Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan ( tahun 2010 – 2014) untuk 5 (lima) komoditas pangan utama yaitu : padi, jagung, kedelai, gula dan daging sapi.

· Peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor.

· Peningkatan kesejahteraan petani.

· Pencapaian kebijakan prioritas/target sukses pembangunan kehutanan.

· Pencapaian target nasional pembangunan sektor kehutanan.

· Peningkatan keberhasilan pembangunan sektor kehutanan di daerah kabupaten/kota.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam Renstra Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015 pelaksanaan program pembangunan bidang pertanian dan kehutanan disinergiskan dengan strategi penataan ruang (RTRW) Kabupaten Banyuwangi sbb :

· Strategi penataan pola ruang wilayah kabupaten.

· Strategi penataan kawasan lindung.

· Strategi penataan kawasan budidaya.

· Strategi pengembangan kawasan strategis Kabupaten.

Dengan adanya tata ruang wilayah kabupaten Banyuwangi sangat membantu tugas pokok dan fungsi SKPD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura, kehutanan dan perkebunan. Program/kegiatan pembangunan pertanian secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan lebih terjaga karena sudah ada rambu-rambu tentang penetapan kawasan.

D. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi  Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor  43 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian, Kehutanan dan  Perkebunan ;

2. Sekretariat mempunyai tugas pokok menyusun rencana dan program kegiatan, tata usaha umum, kepegawaian dan keuangan. Sekretariat membawahi ;

· Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

· Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan

· Sub Bagian Penyusunan Program

3. Bidang Pertanian Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan usaha bidang pertanian tanaman pangan meliputi upaya peningkatan produksi, pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman, penyuluhan pengenalan teknologi pertanian dan pendataan.  Bidang Pertanian Tanaman pangan membawahi :
· Seksi Bina Produksi Padi dan palawija ;
· Seksi Perlindungan dan Pengelolaan Lahan dan Air  ; 

· Seksi Sarana Prasarana dan Usahatani.
4. Bidang Hortikultura mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan komodite hortikultura (tanaman buah-buahan, sayuran, tanaman obat dan tanaman hias), pembinaan pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura. Bidang Hortikultura membawahi :
· Seksi Tanaman Buah ;
· Seksi Tanaman Sayuran ;
· Seksi Tanaman Hias, Tanaman Obat dan Pengolahan Hasil.
5. Bidang Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan penataan kawasan, pembinaan produksi hasil hutan, pengendalian pemanfaatan dan peredaran hasil hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, penyuluhan dan perlindungan hutan serta konservasi sumberdaya alam. Bidang Kehutanan membawahi :
· Seksi Peredaran Hasil Hutan ;
· Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial ;
· Seksi Konservasi Sumberdaya Alam dan Perlindungan Hutan.
6. Bidang Perkebunan,  mempunyai tugas pokok melaksanakan penataan kawasan, pembinaan urusan budidaya tanaman perkebunan dan pemberian izin usaha perkebunan. Bidang perkebunan  membawahi :
· Seksi Tanaman Tahunan ;
· Seksi Tanaman Semusim dan Rempah-Rempah ;
· Seksi Perlindungan Tanaman dan Bina Usaha Perkebunan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya, yaitu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Penyuluh Kehutanan Lapangan (PKL).
E. Sistematika Penyajian
Sistematika Penyajian LAKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor 29 Tahun 2010 secara garis besar sebagai berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi dan pengantar lainnya

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dalam bab ini diikhtisarkan/diuraikan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja
A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2014

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

BAB IV PENUTUP

(Mengemukakan tinjuan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permnasalahan dan kendala utama yang berkaiatan dengan kinerja instansi serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan tahun mendatang)

Lampiran - lampiran
BAB  II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2010 - 2015
Perencanaan dilaksanakan berdasarkan rencana strategis sebagaimana yang tertuang dalam Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Suatu rencana strategis setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategis (kebijakan dan program) serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana strategis Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015 merupakan suatu perencanaan startegis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, saran, program dan kegiatan Dinas yang mengedepankan isu-isu lokal dan merupakan rencana yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan anggaran pembiayaan yang ada.

1.  Visi 
“ Terwujudnya swasembada pangan dan kelestarian hutan yang berkelanjutan ”

2. Misi
a. Meningkatkan produksi dan kualitas produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan

b. Meningkatkan daya dukung sumberdaya hutan dan lahan berdasarkan azas manfaat dan lestari.
3. Tujuan

Tujuan Pembangunan pertanian, sebagaimana tertuang dalam Review Renstra Dinas Pertanian, Kehutanan dan perkebunan sbb :
a. Meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
b. Meningkatkan penanganan pasca panen produk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

c. Meningkatkan fungsi hutan dan lahan
4. Sasaran
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi  dalam kurun waktu satu tahun sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur, yaitu berupa Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada tahun 2014 sasaran Indikator Kinerja Utama berdasarkan Review Renstra adalah sebagai berikut : 
	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET

	1.
	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan
	Produksi padi ( Ton )
	703.581

	
	
	Produksi jagung ( Ton )
	129.892

	
	
	Produksi kedelai ( Ton )
	51.957

	2.
	Meningkatnya Produksi Hortikultura
	Jumlah Produksi Buah unggulan daerah ( Ton )
	411.000

	
	
	Jumlah Produksi Sayuran unggulan daerah  (Ton)
	31.500

	
	
	Jumlah Produksi Tanaman Hias dan Biofarmaka unggulan daerah ( Ton )
	183.461

	3.
	Meningkatnya Produksi Perkebunan
	Jumlah Produksi tanaman tahunan unggulan daerah ( Ton )
	39.725

	
	
	Jumlah Produksi tanaman semusim unggulan daerah ( Ton )
	224.044

	4.
	Meningkatnya penanganan pasca panen tanaman pangan
	Prosentase penurunan kehilangan hasil (%)
	14,16

	5.
	Meningkatnya penanganan pasca panen hortikultura
	Prosentase peningkatan penyediaan sarana pasca panen (%)
	4,25

	6.
	Meningkatnya penanganan pasca panen perkebunan
	Produksi kopi olah basah (Ton)
	480

	
	
	Produksi tembakau rajang  (Ton) 
	288

	7.
	Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan
	Prosentase rehabilitasi hutan dan lahan (%)
	1,09

	8.
	Menurunnya kerusakan kawasan hutan
	Prosentase lahan kritis (%)
	26,00


5. Strategi dan Kebijakan
Berdasarkan pada RPJMD Kabupaten Banyuwangi  tahun 2010-2015 untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Banyuwangi melalui empat strategi yaitu strategi : Pro Growth, Pro Job, Pro Poor, Pro Invironment. Selanjutnya merujuk pada 20 Konsepsi dasar Pembangunan daerah Kabupaten Banyuwangi, sektor pertanian merupakan Program Unggulan bersama dengan Pariwisata dan UMKM.  Adapun program unggulan sektor pertanian meliputi  : Revitalisasi sektor pertanian dan Pengembangan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian.  Secara rinci kedua program unggulan tersebut tersirat pada Arah Kebijakan  RPJMD Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 pada Misi III : Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.
6. Program dan kegiatan
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan. Program Dinas Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan tahun 2014 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2007 dan merupakan kegiatan lanjutan dari tahun sebelumnya  adalah sebagai berikut :
1.  Program Pelayanan administrasi perkantoran, meliputi kegiatan :

a. 
Penyediaan jasa surat menyurat ;

b.
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik ;
c.
Jasa Perkantoran ;
d.
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja ;

e.
Penyediaan alat tulis kantor ;

f.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;

g.
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ;

h.  Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor;

i.
Penyediaan peralatan rumah tangga ;

j.
Penyediaan makanan dan minuman ;

k.
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah ;

2.  Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, meliputi kegiatan :

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD ;

    3.  Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur, meliputi kegiatan :
a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor;
b. Pengadaan meubeleur;
c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;

e. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
f. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
g. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
    4.  Program Peningkatan kesejahteraan petani, meliputi kegiatan :
a.
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis  
· Pelatihan pembuatan pupuk organik
· Pelatihan budidaya tanaman hortikultura
· SL-agribisnis tanaman kopi
· SL-PHT padi
· SL-GAP buah manggis dan jeruk 
b.
Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis  
· Pendampingan SL-PTT 

c.
Peningkatan kemampuan lembaga petani pertanian/perkebunan 

· Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP-II) ;

· Pendampingan pengembangan usaha agribisnis pedesaan (PUAP).
  5. Program Peningkatan ketahanan pangan (pertanian / perkebunan), meliputi kegiatan : 
a.
Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian  
· Pengadaan alat dan mesin pasca panen padi palawija;
· Pengadaan keranjang buah;
· Pengadaan wajan untuk petani gula kelapa;
· Pengadaan jurigen untuk petani gula kelapa;
· Pengadaan pisau deres untuk petani gula kelapa;
· Pengadaan cetakan untuk petani gula kelapa;
· Pengadaan alat pembuat simplisia tanaman obat;
· Pengadaan alat pembuat jus jeruk;
· Pengadaan alat pengolahan jamur tiram;
· Pengadaan alat olah kopi (kopi basah).
b. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
· Intensifikasi pekarangan untuk tanaman sayuran
c. Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
· Pengadaan benih unggul tanaman pangan
6. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan, 
meliputi kegiatan  :
    a.  Promosi atas hasil  produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
· Pameran produk unggulan kab. Banyuwangi;
· Pelaksanaan HKP (hari krida pertanian) di provinsi jawa timur.
     b.  Pemeliharaan prasarana distribusi hasil produksi pertanian/perkebunan 
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Bangorejo Kec. Bangorejo;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Buluagung Kec. Siliragung;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Cluring Kec. Cluring;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Grajagan Kec. Purwoharjo;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Kalipait Kec. Tegaldlimo;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Kaliploso Kec. Cluring;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Kandangan Kec. Pesanggaran;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Kedungasri Kec. Tegaldlimo;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Sambirejo Kec. Bangorejo;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Sembulung Kec. Cluring;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Sraten Kec. Cluring;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Sumbermulyo Kec. Pesanggaran;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Tampo Kec. Cluring;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Tegalsari Kec. Tegalsari;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Tulungrejo Kec. Glenmore;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Wringinpitu Kec. Tegaldlimo;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Sukorejo Kec. Bangorejo;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Purwoharjo Kec. Purwoharjo;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Tambakrejo Kec. Muncar;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Gladag Kec. Rogojampi;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Tegalrejo Kec. Tegalsari;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Glagahagung Kec. Purwoharjo;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Rejoagung Kec. Srono;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Kalibarumanis Kec. Kalibaru;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Sepanjang Kec. Glenmore;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Kedungringin Kec. Muncar;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Tapanrejo Kec. Muncar;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Gentengwetan Kec. Genteng;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Siliragung Kec. Siliragung;
· Pengembangan Jalan Usaha Tani Di Desa Temuasri Kec. Sempu;
· Jalan Produksi Desa Balak Kec. Songgon;
· Jalan Produksi Desa Bumiharjo Kec. Glenmore;
· Jalan Produksi Kel. Gombengsari Kec. Kalipuro;
· Jalan Produksi Desa Karangbendo Kec. Rogojampi;
· Jalan Produksi Dsn. Karanganyar Desa Karangsari Kec. Sempu;
· Jalan Produksi Desa Kluncing Kec. Licin;
· Jalan Produksi Desa Kumendung Kec. Muncar;
· Jalan Produksi Dsn Sidomulyo Desa Jambewangi Kec. Sempu;
· Jalan Produksi Desa Sumberberas Kec. Muncar;
· Jalan Produksi Desa Watukebo Kec. Wongsrejo;
· Jalan Produksi Desa Macanputih Kec. Kabat.
· Jalan Produksi Kel. Sobo Kec. Banyuwangi
7. Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian / perkebunan, meliputi kegiatan :

a. Kegiatan pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
· Pengembangan budidaya padi dengan metode SRI;
b. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian / perkebunan tepat guna 
· Pembangunan jaringan irigasi air tanah
· Pembangunan Dam parit desa sambirejo kec. Bangorejo
· Pembangunan Dam parit desa sambimulyo kec. Bangorejo
· Pembangunan Dam parit desa Bangorejo kec. Bangorejo
· Pembangunan Dam parit desa sepanjang kec. Glenmore
· Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa tapanrejo kec. muncar

· Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa bangorejo kec. bangorejo

· Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa dasri kec. Tegalsari

· Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa karangdoro kec. tegalsari

· Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa gambiran kec. gambiran

· Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa purwodadi kec. gambiran

· Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa kaligondo kec. genteng

· Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa setail kec. genteng

· Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa alasmalang kec. singojuruh

· Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa gambor kec. singonjuruh

· Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa aliyan kec. rogojampi

· Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa blimbingsari kec. rogojampi

· Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa watukebo kec. rogojampi

· Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa bayu kec. songgon

· Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa tegalharjo kec. glenmore

· Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa banyuanyar kec. kalibaru

· Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa grajagan kec. purwoharjo

· Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa kedayunan kec. kabat

· Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa jambesari kec. giri

· Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa alasbulu kec. wongsorejo

· Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa tegalarum kec. sempu

· Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa kepundungan kec. srono

· Pengembangan predator hama tikus

· Pengadaan alat/mesin semprot tanaman pangan

· Pengadaan alat emposan tikus

· Pengadaan APPO mendukung tanaman pangan

· Pengadaan alat PH meter untuk tanaman pangan

· Pengadaan handtraktor

· Pengadaan alat potong padi (paddy mower)

· Pengadaan alat ubinan untuk petugas mantri tani

· Pengadaan tiang penyangga tanaman buah naga

· Pengadaan screen net untuk tanaman sayuran

· Pengadaan APPO mendukung kawasan hortikultura

· Pengadaan kultivator mendukung kawasan hortikultura

· Pengadaan power sprayer gendong mendukung kawasan hortikultura
· Pengadaan kendaraan bermotor roda tiga mendukung kawasan hortikultura 
8.  Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, meliputi kegiatan:
a. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan
· Pengadaan stok pestisida padi palawija
· Pengadaan agens dan pupuk hayati
· Pengadaan pupuk organik mendukung tanaman pangan
· Pengadaan pupuk organik untuk petani kopi dan kelapa
· Pengadaan pestisida untuk tanaman hortikultura
b. Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan
· Penyusunan raperda dan peta LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan)
c. Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
· Pengadaan bibit tanaman buah buahan

· Pengadaan bibit cengkeh, kelapa dan kopi robusta
9.  Program pemberdayaan penyuluh pertanian /perkebunan, meliputi kegiatan 
a. Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
· Pendampingan penyuluhan pertanian
b. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian /perkebunan
· Rehabilitasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP).
· penyediaan sarana penyuluhan pertanian
     10. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan,  meliputi   kegiatan :

a. Pengembangan hasil hutan non kayu (Pengembangan Budidaya Lebah Madu)
b. Pengembangan hutan tanaman
c. Optimalisasi PNBP
 11.  Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, meliputi kegiatan :

a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
· Penanaman pohon mendukung gerakan sedekah oksigen (GSO)
· Penghijauan kanan kiri jalan
· Penghijauan kanan kiri sungai
· Pembuatan Dam penahan
· Pengadaan bibit penghijauan MPTS kepada POKMAS
· Penyelamatan sumber mata air
· Pembuatan sumur resapan
12.   Program Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan

a. Perencanaan dan pengembangan hutan
· Perencanaan dan pengembangan hutan
b. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
· Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan
13. Program peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau
a. Pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah (DBHCHT) 

· Peningkatan produksi dan mutu melalui intensifikasi tembakau (pengadaan pupuk organik granul, pupuk organik cair, pupuk NPK, pupuk Zk, insektisida dan ZPT untuk petani tembakau
b. Penanganan panen dan pasca panen bahan baku (DBHCHT)
· Pengadaan sarana dan prasarana dalam mendukung peningkatan produksi dan mutu tembakau (pengadaan mesin rajang dan terpal untuk petani tembakau)
14. Program Perencanaan dan pengembangan hutan

· Pendampingan kelompok perhutanan rakyat
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2014
Perencanaan Kinerja didasarkan pada RPJMD Tahun 2010 – 2015, renstra Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015, RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 dan Renja Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014. Semua Perencanaan Program / Kegiatan diarahkan pada tercapainya sasaran strategis indikator kinerja sebagaimana tertuang dalam RPJMD.
RENCANA KINERJA TAHUNAN

SKPD
: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan

Tahun
: 2014
	NO
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	TARGET

	1.
	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan
	Produksi padi ( Ton )
	703.581

	
	
	Produksi jagung ( Ton )
	129.892

	
	
	Produksi kedelai ( Ton )
	51.957

	2.
	Meningkatnya Produksi Hortikultura
	Jumlah Produksi Buah unggulan daerah ( Ton )
	411.000

	
	
	Jumlah Produksi Sayuran unggulan daerah  (Ton)
	31.500

	
	
	Jumlah Produksi Tanaman Hias dan Biofarmaka unggulan daerah ( Ton )
	183.461

	3.
	Meningkatnya Produksi Perkebunan
	Jumlah Produksi tanaman tahunan unggulan daerah ( Ton )
	39.725

	
	
	Jumlah Produksi tanaman semusim unggulan daerah ( Ton )
	224.044

	4.
	Meningkatnya penanganan pasca panen tanaman pangan
	Prosentase penurunan kehilangan hasil (%)
	14,16

	5.
	Meningkatnya penanganan pasca panen hortikultura
	Prosentase peningkatan penyediaan sarana pasca panen (%)
	4,25

	6.
	Meningkatnya penanganan pasca panen perkebunan
	Produksi kopi olah basah (Ton)
	480

	
	
	Produksi tembakau rajang  (Ton) 
	288

	7.
	Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan
	Prosentase rehabilitasi hutan dan lahan (%)
	1,09

	8.
	Menurunnya kerusakan kawasan hutan
	Prosentase lahan kritis (%)
	26,00


C. PENETAPAN KINERJA / PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014
Perjanjian Kinerja hakekatnya merupakan Pakta Integritas pimpinan SKPD selaku  Pihak I (Pertama) dengan Bupati Banyuwangi selaku Pihak II (Kedua). Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian reward  dan punishment.  
Tabel berikut memperlihatkan Penetapan Kinerja  antara target, dan realisasi  capaian sasaran indikator kinerja beserta program/kegiatan penunjangnya.

PENETAPAN KINERJA 
SKPD 
: Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kab.Banyuwangi
Tahun Anggaran
: 2014
	SASARAN STRATEGIS
	INDIKATOR KINERJA
	 SATUAN
	TARGET
	PROGRAM / KEGIATAN
	ANGGARAN (RP)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	1. Meningkatnya produksi tanaman pangan


	Produksi padi

Produksi Jagung

Produksi Kedelai
	Ton

Ton

Ton
	703.581

129.892

51.957
	Program : Peningkatan Ketahanan Pangan 

· Kegiatan Peningkatan Produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian/perkebunan 
	50.000.000

	
	
	
	
	Program : Peningkatan Kesejahteraan Petani 

· Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 

· Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

· Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Pertanian / Perkebunan 
	200.000.000

60.000.000

629.859.400

	
	
	
	
	Program : Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna 

· Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana teknologi Pertanian / Perkebunan 
· Kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan modern bercocok tanam
	4.369.868.482

60.000.000

	
	
	
	
	Program : Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 

· Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian / perkebunan
· Kegiatan penyusunan Raperda dan peta LP2B
	710.000.000
300.000.000

	
	
	
	
	Program : Pemberdayaan penyuluhan lapangn 

· Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh tanaman pangan
· Kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi petani
	396.119.000

560.000.000

	2. Meningkatnya produksi hortikultura
	Jumlah produksi buah-buahan unggulan daerah
Jumlah produksi sayuran unggulan daerah
Jumlah produksi tanaman hias dan biofarmaka unggulan daerah

	Ton
Ton

Ton
	411.000
31.500

183.461
	Program : Peningkatan Ketahanan Pangan 

· Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
	320.000.000

	
	
	
	
	Program : Peningkatan Kesejahteraan Petani 

· Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
	345.000.000

	
	
	
	
	Program : Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna 

· Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana teknologi  pertanian/perkebunan 

	960.490.000

	
	
	
	
	Program : Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 

· Kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian / perkebunan 
	323.350.000

	3. Meningkatnya produksi perkebunan
	Jumlah produksi tanaman tahunan unggulan derah
Jumlah produksi tanaman semusim unggulan derah
	Ton
Ton
	39.725
226.285
	Program : Peningkatan Ketahanan Pangan 

· Kegiatan Penanganan Pasca panen dan pengolahan hasil pertanian


	380.000.000

	
	
	
	
	Program : Peningkatan Kesejahteraan petani 

· Kegiatan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
	150.000.000

	
	
	
	
	Program : Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 

· Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian / perkebunan
· Kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian / perkebunan
	265.000.000
332.000.000

	
	
	
	
	Program : Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Tembakau
· Kegiatan Pembudidayaan Bahan baku dengan kadar nikotin rendah (DBHCHT)
	2.026.989.000



	4. Meningkatnya penanganan pasca panen tanaman pangan
	Prosentase penurunan kehilangan hasil
	%
	14,16
	Program : Peningkatan Ketahanan Pangan 

· Kegiatan Penanganan Pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
	410.000.000

  

	
	
	
	
	Program : Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan 

· Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Distribusi Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan

	4.917.588.750

  

	5. Meningkatnya penanganan pasca panen hortikultura
	Prosentase peningkatan penyediaan sarana pasca panen
	%
	4,25
	Program : Peningkatan Ketahanan Pangan 

· Kegiatan Penanganan Pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
	628.000.000

	
	
	
	
	Program : Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan 

· Kegiatan Promosi atas  Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan unggulan daerah
	200.782.000

	6. Meningkatnya penanganan pasca panen perkebunan
	Produksi kopi olah basah
Produksi tembakau rajang
	Ton
Ton
	480
288
	Program : Peningkatan Ketahanan Pangan 

· Kegiatan Penanganan Pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
	200.000.000

	
	
	
	
	Program : Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 

· Kegiatan Pemeliharaan prasarana distribusi hasil produksi  pertanian / perkebunan


	2.427.270.600

	
	
	
	
	Program : Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Tembakau
· Kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen bahan baku
	207.659.000

	7. Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan
	Prosentase rehabilitasi hutan dan lahan
	%
	1,09
	Program: Rehabilitasi hutan dan lahan

· Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 
	1.316.250.000

	
	
	
	
	Program : Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

· Kegiatan Pengembangan hutan tanaman

· Pengembangan hasil hutan non kayu

· Optimalisasi PNBP
	  321.375.000

   199.000.000

     97.375.000

     25.000.000

	8. Menurunnya kerusakan kawasan hutan


	Prosentase lahan kritis
	%
	26,00
	Program : Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan

· Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan

Program Perencanaan dan Pengembangan hutan

· Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat


	    37.500.000

   140.000.000




Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun 2014  Rp. 25.408.315.832,-

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2014
	Sasaran Strategis
	Indikator Kinerja
	 Satuan
	Target
	Realisasi
	%
	Program / Kegiatan
	Anggaran (Rp)

	
	
	
	
	
	
	
	PAGU
	REALISASI
	%

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	
	
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	Meningkatnya produksi tanaman pangan


	Produksi padi

Produksi Jagung

Produksi Kedelai
	Ton

Ton

Ton
	703.581

129.892

51.957
	
	
	Program : Peningkatan Ketahanan Pangan 

· Kegiatan Peningkatan Produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian/perkebunan 
	50.000.000
	40.250.000
	80,5

	
	
	
	
	
	
	Program : Peningkatan Kesejahteraan Petani 

· Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 

· Kegiatan Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis

· Kegiatan Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Pertanian / Perkebunan 
	200.000.000

60.000.000

629.859.400
	179.334.000

58.343.750

461.481.342


	89,67

97,24

73,27

	
	
	
	
	
	
	Program : Peningkatan Penerapan teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna 

· Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana teknologi Pertanian / Perkebunan 
· Kegiatan Pelatihan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan modern bercocok tanam
	4.369.868.482

60.000.000
	4.365.868.482

57.507.170


	99,91

95,85

	
	
	
	
	
	
	Program : Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 

· Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian / perkebunan
· Kegiatan penyusunan Raperda dan peta LP2B
	710.000.000
300.000.000
	704.762.000

266.500.000
	99,27

88,83

	
	
	
	
	
	
	Program : Pemberdayaan penyuluhan lapangn 

· Kegiatan peningkatan kapasitas tenaga penyuluh tanaman pangan
· Kegiatan penyuluhan dan pendampingan bagi petani
	396.119.000

560.000.000
	185.645.200

464.257.600
	46,87

82,90

	Meningkatnya produksi hortikultura
	Jumlah produksi buah-buahan unggulan daerah
Jumlah produksi sayuran unggulan daerah
Jumlah produksi tanaman hias dan biofarmaka unggulan daerah

	Ton
Ton

Ton
	411.000
31.500

183.461
	
	
	Program : Peningkatan Ketahanan Pangan 

· Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
	320.000.000
	310.755.000
	97,11



	
	
	
	
	
	
	Program : Peningkatan Kesejahteraan Petani 

· Kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis
	345.000.000
	341.990.440
	99,13

	
	
	
	
	
	
	Program : Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan Tepat Guna 

· Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana teknologi  pertanian/perkebunan 
	957.000.000
	950.486.880
	99,32


	
	
	
	
	
	
	Program : Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 

· Kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian / perkebunan 
	323.350.000
	314.231.700
	97,18

	Meningkatnya produksi perkebunan
	Jumlah produksi tanaman tahunan unggulan derah
Jumlah produksi tanaman semusim unggulan derah
	Ton
Ton
	39.725
226.285
	
	
	Program : Peningkatan Ketahanan Pangan 

· Kegiatan Penanganan Pasca panen dan pengolahan hasil pertanian


	380.000.000
	363.765.875
	95,73

	
	
	
	
	
	
	Program : Peningkatan Kesejahteraan petani 

· Kegiatan Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
	150.000.000
	147.460.400
	98,31

	
	
	
	
	
	
	Program : Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan 

· Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian / perkebunan
· Kegiatan Pengembangan bibit unggul pertanian / perkebunan
	265.000.000
332.000.000
	205.543.250
324.849.700
	77,56

97,85

	
	
	
	
	
	
	Program : Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Tembakau
· Kegiatan Pembudidayaan Bahan baku dengan kadar nikotin rendah (DBHCHT)
	2.026.989.000


	1.366.653.000
	67,42

	Meningkatnya penanganan pasca panen tanaman pangan
	Prosentase penurunan kehilangan hasil
	%
	14,16
	
	
	Program : Peningkatan Ketahanan Pangan 

· Kegiatan Penanganan Pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
	410.000.000

  
	390.818.000
	95,32

	
	
	
	
	
	
	Program : Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan 

· Kegiatan Pemeliharaan Prasarana Distribusi Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan

	4.917.588.750

  
	4.824.832.315
	98,11

	Meningkatnya penanganan pasca panen hortikultura
	Prosentase peningkatan penyediaan sarana pasca panen
	%
	4,25
	
	
	Program : Peningkatan Ketahanan Pangan 

· Kegiatan Penanganan Pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
	628.000.000
	621.764.600


	99,00

	
	
	
	
	
	
	Program : Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan 

· Kegiatan Promosi atas  Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan unggulan daerah
	200.782.000
	193.598.760
	96,42

	Meningkatnya penanganan pasca panen perkebunan
	Produksi kopi olah basah
Produksi tembakau rajang
	Ton
Ton
	480
288
	
	
	Program : Peningkatan  Ketahanan Pangan 

· Kegiatan Penanganan Pasca panen dan pengolahan hasil pertanian
	200.000.000
	191.840.000
	95,92

	
	
	
	
	
	
	Program : Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 

· Kegiatan Pemeliharaan prasarana distribusi hasil produksi  pertanian / perkebunan


	2.427.270.600
	2.413.283.500
	99,42

	
	
	
	
	
	
	Program : Peningkatan Kualitas Bahan Baku Industri Hasil Tembakau
· Kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen bahan baku
	207.659.000
	186.905.000
	90,00

	Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan
	Prosentase rehabilitasi hutan dan lahan
	%
	1,09
	
	
	Program: Rehabilitasi hutan dan lahan

· Kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan 
	1.316.250.000
	1.292.460.620


	98,19

	
	
	
	
	
	
	Program : Pemanfaatan potensi sumberdaya hutan

· Kegiatan Pengembangan hutan tanaman

· Pengembangan hasil hutan non kayu

· Optimalisasi PNBP
	  321.375.000

   199.000.000

     97.375.000

     25.000.000
	195.899.920

97.226.000

16.431.980
	98,44

99,85

65,73

	Menurunnya kerusakan kawasan hutan


	Prosentase lahan kritis
	%
	26,00
	
	
	Program : Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan

· Kegiatan Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan

Program Perencanaan dan Pengembangan hutan

· Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat


	    37.500.000

 140.000.000

  140.000.000


	30.024.000

135.379.980
	80,06

96,70


BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi dan efektivitas. Efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Sedangkan efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. Dalam sistem pemerintahan dikenal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan dengan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi 
Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang Pertanian dan Kehutanan berkewajiban untuk melakukan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang disusun berdasarkan Keputusan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010  tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana LAKIP tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan ataupun kegagalan selama kurun waktu tahun 2012 berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategi.
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sbb :
Tujuan 1 : Meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
Sasaran Strategis 1.1. Meningkatnya produksi tanaman pangan
	Indikator kinerja
	Satuan
	Target 2015
(Ton)
	Capaian kinerja 2011 (Ton)
	Capaian kinerja 2012 (Ton)
	Capaian kinerja 2013 (Ton)
	Tahun 2014
	Capaian kinerja 2014
(%)

	
	
	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	Produksi padi
	Ton
	717.653
	761.317
	792.573
	760.824
	703.581
	772.109
	109,74

	Produksi jagung
	Ton
	132.490
	189.373
	141.125
	130.719
	129.892
	142.915
	110,03

	Produksi kedelai
	Ton
	52.996
	66.094
	53.648
	51.021
	51.957
	51.021
	98,20


Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini sbb :

· Capaian produksi padi dan jagung telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan berbagai program kegiatan yang dapat menunjang pencapaian sasaran dimaksud, antara lain sebagai berikut :

1)  Gerakan SPOT-STOP yang senantiasa dilaksanakan secara dini, serentak dan massal  sehingga serangan OPT tidak sampai meluas.

2) Pelaksanaan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT),  berdampak pada peningkatan produktivitas dan perilaku petani dalam mengelola tanamannya.
3) Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian OPT yang memadai, terutama penggunaan musuh alami dan agensi hayati sebagai bagian dari upaya aplikasi pertanian organik
4) Penerapan sistem tanam jajar legowo dan penggunaan benih bersertifikat
5) meningkatkan koordinasi serta integrasi program/kegiatan dengan instansi terkait dan para stakeholders.
· Sementara, indikator kinerja untuk produksi kedelai hanya tercapai 98,20%. Hal ini  antara lain disebabkan oleh : 

1) Anomali iklim akibat pemanasan global, sehingga terjadi pergeseran musim hujan yang berimplikasi pada keterbatasan suplai air irigasi pada lahan yang telah ditanami

2) Keterbatasan alokasi ketersediaan pupuk diiringi dengan kondisi masih kurangnya kesadaran sebagian petani untuk menggunakan pupuk organik yang berakibat pada keterlambatan periode pemupukan dan menyebabkan penurunan produktivitas
3) Masih tingginya intensitas serangan OPT akibat kondisi cuaca yang tidak menentu
Namun demikian, pencapaian 98,20% tergolong cukup baik karena secara umum dengan segala hambatan yang ada, pencapaian masih di atas 85 %.
Sasaran Strategis 1.2. Meningkatnya produksi hortikultura
	Indikator kinerja
	Satuan
	Target 2015
(Ton)
	Realisasi 2011 (Ton)
	Realisasi 2012 (Ton)
	Realisasi 2013 (Ton)
	Tahun 2014

(Ton)
	Capaian kinerja 2014(%)

	
	
	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	Jumlah Produksi buah-buahan unggulan daerah
	Ton
	456.000
	402.262
	326.526
	450.888
	411.260
	626.311
	152,05

	Jumlah Produksi sayuran unggulan daerah
	Ton
	25.000
	49.791
	38.854
	43.225
	31.500
	41.390
	131,39

	Jumlah Produksi tanaman hias dan biofarmaka unggulan daerah
	Ton
	187.117
	407.129
	546.548
	384.252
	183.461
	268.534
	146,37


Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini sbb :

· Capaian produksi buah, sayur, serta tanaman hias dan biofarmaka unggulan daerah telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan berbagai program kegiatan yang dapat menunjang pencapaian sasaran dimaksud, antara lain sebagai berikut :

1) Intensifikasi pekarangan dengan pemanfaatan tanaman hortikultura (buah, sayur, tanaman hias dan biofarmaka) secara meluas di berbagai daerah di Kabupaten Banyuwangi yang memberikan dampak pada peningkatan produksi komoditas hortikultura unggulan daerah.

2) Penyediaan sarana dan prasarana pengendalian OPT yang memadai, terutama penggunaan musuh alami dan agensi hayati sebagai bagian dari upaya aplikasi pertanian organik
3) meningkatkan koordinasi serta integrasi program/kegiatan dengan instansi terkait dan para stakeholders.

Sasaran Strategis 1.3. Meningkatnya produksi perkebunan
	Indikator kinerja
	Satuan
	Target 2015
(Ton)
	Realisasi 2011 (Ton)
	Realisasi 2012 (Ton)
	Realisasi 2013 (Ton)
	Tahun 2014

(Ton)
	Capaian kinerja 2014 (%)

	
	
	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	Jumlah Produksi tanaman tahunan unggulan daerah
	Ton
	40.122
	50.773
	53.214
	58.988
	39.725
	61.330
	154,39

	Jumlah Produksi tanaman semusim unggulan daerah
	Ton
	226.285
	232.897
	235.853
	240.921
	224.044
	425.742
	190,03


Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini sbb :

· Capaian produksi tanaman tahunan dan semusim unggulan daerah jauh melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan berbagai program kegiatan yang dapat menunjang pencapaian sasaran dimaksud yakni melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi  perkebunan, baik berupa bibit, pupuk, obat-obatan maupun alat dan mesin pertanian. Selain itu, pelaksanaan berbagai bentuk penyuluhan dan pendampingan kepada petani melalui Sekolah Lapang (SL) komoditas perkebunan juga memberikan dampak positif pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani pekebun dalam melaksanakan budidaya tanaman perkebunan, sehingga berimplikasi pada peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.
Tujuan 2 : Meningkatnya penanganan pasca panen produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

Sasaran Strategis 2.1. Meningkatnya penanganan pasca panen tanaman pangan
	Indikator kinerja
	Satuan
	Target 2015
(%)
	Realisasi 2011 (%)
	Realisasi 2012 (%)
	Realisasi 2013 (%)
	Tahun 2014 (%)
	Capaian kinerja 2014
(%)

	
	
	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	Prosentase susut hasil
	%
	13,74
	15,36
	14,83
	14,41
	14,16
	14,01
	101,07


Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini sbb :

· Capaian prosentase susut hasil tanaman pangan telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan fasilitasi sarana pasca panen terbukti mampu menekan tingkat kehilangan hasil panen. Fasilitasi sarana pasca panen berupa power thresher, paddy mower, alat pemipil jagung dan bed dryer selain meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanenan juga memberikan pengaruh pada peningkatan kualitas / mutu komoditas hasil panen.
Sasaran Strategis 2.2. Meningkatnya penanganan pasca panen hortikultura 
	Indikator kinerja
	Satuan
	Target 2015
(%)
	Realisasi 2011 (%)
	Realisasi 2012 (%)
	Realisasi 2013 (%)
	Tahun 2014 (%)
	Capaian kinerja 2014
(%)

	
	
	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	Prosentase penyediaan saana pasca panen
	%
	4,50
	44.44
	33.33
	41.67
	4,25
	48,78
	1147,76


Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini sbb :

· Capaian prosentase penyediaan sarana pasca panen hortikultura telah jauh melampaui target yang ditetapkan. Peningkatan prosentase penyediaan sarana pasca panen diasumsikan berkorelasi positif dengan penanganan pasca panen komoditas hortikultura. Berbagai jenis sarana pasca panen secara kontinyu telah difasilitasi oleh Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi melalui APBD Kabupaten sebagai sumber pembiayaan. Fasilitasi sarana pasca panen berupa alat dan mesin pengolah hasil pasca panen komoditas hortikultura akan berimplikasi pada peningkatan mutu dan daya saing komoditas yang dihasilkan yang diharapkan bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. 
Sasaran Strategis 2.2. Meningkatnya penanganan pasca panen perkebunan 
	Indikator kinerja
	Satuan
	Target 2015
(Ton)
	Realisasi 2011 (Ton)
	Realisasi 2012 (Ton)
	Realisasi 2013 (Ton)
	Tahun 2014
(Ton)
	Capaian kinerja 2014
(%)

	
	
	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	Produksi kopi olah basah
	Ton
	721
	240
	480
	720
	480
	1200
	250

	Produksi tembakau rajang
	Ton
	432
	300
	1140
	1890
	288
	2190
	760,42


Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini sbb :

· Capaian prosentase penyediaan sarana pasca panen perkebunan baik untuk produksi kopi olah basah maupun tembakau rajang telah jauh melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan adanya fasilitasi sarana pasca panen komoditas perkebunan berupa alat olah kopi basah (pulper) dan mesin rajang tembakau berikut kelengkapannya yang secara nyata telah terbukti mampu meningkatkan kapasitas produksi produk pasca panen komoditas perkebunan secara signifikan. Penanganan pasca panen perkebunan yang dilakukan secara seksama akan meningkatkan mutu dan daya saing komoditas yang bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani / pekebun
Tujuan 3 : Meningkatkan fungsi hutan dan lahan

Sasaran Strategis 3.1. Meningkatnya rehabilitasi hutan dan lahan
	Indikator kinerja
	Satuan
	Target 2015
	Capaian kinerja 2011(%)
	Capaian kinerja 2012(%)
	Capaian kinerja 2013(%)
	Tahun 2014

(%)
	Capaian kinerja 2014(%)

	
	
	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	Prosentase rehabilitasi hutan dan lahan
	%
	1,1
	1,03
	1,05
	1,07
	1,09
	5,62
	515,6


Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini sbb :

· Capaian Rehabilitasi hutan dan lahan kritis dari target 1,09 %, terealisasi 5,62 %  (capaian kinerja 515,6 %). Capaian ini jauh melampaui target yang ditetapkan berkat upaya Pemerintah Kabupaten melakukan konservasi baik di kawasan hutan maupun pada lahan-lahan kritis di Kabupaten Banyuwangi  dengan melibatkan  masyarakat  serta partisipasi  berbagai pihak dalam melakukan konservasi (Penghijauan) baik di kawasan hutan maupun diluar hutan negara. Gerakan perempuan menanam,  Gerakan Penanaman 1 milyar Pohon, dan Pengembangan Kebun Bibit Rakyat (KBR) mendorong capaian rehabilitasi hutan dan lahan kritis dapat memenuhi target.  Pada tahun 2014 pengadaan bibit dari APBD sebanyak 185.000 pohon, dengan capaian rehabilitasi hutan dan lahan seluas 520 ha. 
· Upaya yang harus dilakukan untuk tercapainya indikator sasaran berikutnya adalah dengan tetap melanjutkan dan meningkatkan program/kegiatan sebelumnya antara lain : peningkatan penanaman di Kakisu (kanan kiri sungai), Kakija (kanan kiri jalan), dan Gerakan program sedekah oksigen.
· Sasaran Strategis 3.2. Menurunnya kerusakan kawasan hutan
	Indikator kinerja
	Satuan
	Target 2015
	Capaian kinerja 2011(%)
	Capaian kinerja 2012(%)
	Capaian kinerja 2013(%)
	Tahun 2014

(%)
	Capaian kinerja 2014(%)

	
	
	
	
	
	
	Target
	Realisasi
	

	Prosentase lahan kritis
	%
	25,75
	25,98
	25,78
	25,61
	26
	24,85
	104,63


Analisis atas capaian indikator kinerja sasaran ini sbb :

· Capaian Menurunnya kerusakan kawasan hutan dari target 26 %  terealisasi 24,85 % (capaian kinerja 104,63 %).  Dengan demikian terjadi penurunan prosentase lahan kritis dari tahun ke tahun sebagaimana yang diharapkan. Dari target 26 % luas lahan kritis, realisasi tahun 2014 menunjukkan prosentase lahan kritis yang tersisa hanya 24,85%. Selanjutnya,di tahun-tahun mendatang prosentase lahan kritis diharapkan terus menurun di bawah target yang ditetapkan. Capaian ini tidak terlepas dari Upaya pemerintah Kabupaten yang didukung oleh masyarakat dan berbagai pihak melakukan upaya penghijauan sehingga capaian kinerja melampaui target yang ditetapkan.
· Upaya yang harus dilakukan untuk tercapainya indikator sasaran berikutnya adalah dengan meningkatkan pembinaan, penyuluhan utamanya pada masyarakat di sekitar hutan, serta meningkatkan kerjasamanya dengan stakeholders agar mampu memberikan CSR nya kepada masyarakat sekitar hutan.
B. Realisasi anggaran
Dari pagu anggaran sebesar Rp.  41.732.419.682,00 Realisasi sd. 31 Desember 2014 sebesar Rp. 37.246.650.341,00 atau 89,25% dengan rincian per program / kegiatan sebagai berikut :
	KODE
	BIDANG URUSAN DAN PROGRAM/KEGIATAN
	PENCAPAIAN KINERJA ANGGARAN TAHUN 2014

	
	
	Target
	Realisasi
	%

	A.
	Belanja Tidak Langsung
	
	
	

	
	 Belanja Pegawai
	16.324.103.850
	14.117.168.489
	86,48

	B.
	Belanja Langsung
	25.408.315.832
	23.045.842.045
	90,70

	
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	1.203.788.600
	1.142.373.463
	94,90

	1.
	 Penyediaan jasa surat menyurat
	5.000.000
	5.000.000
	100,00

	
	 Penyediaan Jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
	100.000.000
	73.849.127
	73,85

	
	 Penyediaan jasa perkantoran
	63.000.000
	63.000.000
	100,00

	
	 Penyediaan Alat tulis kantor
	121.000.000
	120.961.400
	99,97

	
	 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
	25.000.000
	24.981.200
	99,92

	
	 Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan kantor
	58.386.600
	54.493.800
	93,33

	
	 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
	253.341.700
	227.965.000
	89,98

	
	 Penyediaan peralatan rumah tangga
	30.000.000
	29.143.500
	97,15

	
	 Penyediaan bahan logistik kantor
	105.600.000
	100.605.994
	95,27

	
	 Penyediaan makanan dan minuman
	60.000.000
	60.000.000
	100,00

	
	 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
	382.460.300
	382.373.442
	99,98

	2
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	35.000.000
	30.484.000
	87,10

	
	 Penyusunan Laporan capaian kinerja SKPD
	35.000.000
	30.484.000
	87,10

	3
	Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
	724.426.000
	709.727.800
	97,97

	
	 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
	30.000.000
	28.560.000
	95,20

	
	 Pengadaan mebeleur
	34.426.000
	29.359.600
	85,28

	
	 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor
	30.000.000
	30.000.000
	100,00

	
	 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
	30.000.000
	28.731.200
	95,77

	
	 Pemeliharaan  rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
	20.000.000
	19.680.000
	98,40

	
	 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor
	30.000.000
	30.000.000
	100,00

	
	 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
	450.000.000
	444.107.000
	98,69

	
	 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor (Rehabilitasi aula)
	100.000.000
	99.290.000
	99,29

	4
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
	1.384.859.400
	1.188.609.932
	85,83

	
	 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
	695.000.000
	668.784.840
	96,23

	
	-  Pelatihan pembuatan pupuk organik
	150.000.000
	129.594.000
	86,40

	
	-  Pelatihan budidaya tanaman hortikultura
	180.000.000
	176.990.440
	98,33

	
	-  SL-agribisnis tanaman kopi
	150.000.000
	147.460.400
	98,31

	
	-  SL-PHT padi
	50.000.000
	49.740.000
	99,48

	
	-  SL-PHT buah manggis dan jeruk
	165.000.000
	165.000.000
	100,00

	
	 Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis
	60.000.000
	58.343.750
	97,24

	
	-  Pendampingan SLPTT
	60.000.000
	58.343.750
	97,24

	
	 Peningkatan Kemampuan lembaga petani pertanian/perkebunan
	629.859.400
	461.481.342
	73,27

	
	-  Pendampingan pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP)
	50.000.000
	42.115.460
	84,23

	
	-  Water resource and irrigation sector management program (WISMP-II)
	579.859.400
	419.365.882
	72,32

	5
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
	1.988.000.000
	1.937.433.475
	97,46

	
	 Kegiatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan hasil pertanian
	1.618.000.000
	1.586.428.475
	

	
	-   Pengadaan alat dan mesin pasca panen padi palawija
	410.000.000
	390.818.000
	95,32

	
	-   Pengadaan keranjang buah
	200.000.000
	199.734.600
	99,87

	
	-   Pengadaan wajan untuk petani gula kelapa
	100.000.000
	98.656.500
	98,66

	
	-   Pengadaan jurigen untuk petani gula kelapa
	90.000.000
	89.125.000
	99,03

	
	-   Pengadaan pisau deres untuk petani gula kelapa
	90.000.000
	89.120.000
	99,02

	
	-   Pengadaan cetakan untuk petani gula kelapa
	100.000.000
	98.854.375
	98,85

	
	-   Pengadaan alat pembuat simplisia tanaman obat
	154.000.000
	153.060.000
	99,39

	
	-   Pengadaan alat pembuat jus jeruk
	126.000.000
	122.310.000
	97,07

	
	-   Pengadaan alat pengolahan jamur tiram
	148.000.000
	146.660.000
	99,09

	
	-   Pengadaan alat olah kopi (kopi basah)
	200.000.000
	198.090.000
	99,05

	
	 Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan
	320.000.000
	310.755.000
	

	
	-     Intensifikasi pekarangan untuk tanaman sayuran
	320.000.000
	310.755.000
	97,11

	
	 Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian
	50.000.000
	40.250.000
	

	
	-     Pengadaan benih unggul tanaman pangan
	50.000.000
	40.250.000
	80,50

	6
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
	7.545.641.350
	7.431.714.575
	99,41

	
	  Kegiatan Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
	200.782.000
	193.598.760
	

	
	-        Pameran produk unggulan kab. Banyuwangi
	100.000.000
	93.958.950
	93,96

	
	-        Pelaksanaan HKP (hari krida pertanian) di provinsi jawa timur
	100.782.000
	99.639.810
	98,87

	
	 Kegiatan Pemeliharaan Prasarana  Distribusi Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
	7.344.859.350
	7.238.115.815
	

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa kembiritan kec. Genteng
	-
	-
	

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa bangorejo kec. bangorejo
	106.999.850
	106.196.520
	99,25

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa buluagung kec. siliragung
	160.499.750
	159.550.820
	99,41

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa cluring kec. cluring
	171.199.800
	170.433.005
	99,55

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa grajagan kec. purwoharjo
	203.299.750
	202.696.040
	99,70

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa kalipait kec. tegaldlimo
	160.499.750
	159.951.820
	99,66

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa kaliploso kec. cluring
	192.599.750
	191.821.080
	99,60

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa kandangan kec. pesanggaran
	85.599.850
	85.243.510
	99,58

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa kedungasri kec. tegaldlimo
	160.499.750
	159.951.820
	99,66

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa sambirejo kec. bangorejo
	181.899.750
	181.010.775
	99,51

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa sembulung kec. cluring
	106.999.850
	106.502.090
	99,53

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa sraten kec. cluring
	124.899.850
	124.339.000
	99,55

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa sumbermulyo kec. pesanggaran
	74.899.850
	74.509.930
	99,48

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa tampo kec. cluring
	106.999.850
	106.493.720
	99,53

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa tegalsari kec. tegalsari
	192.599.750
	191.988.190
	99,68

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa tulungrejo kec. glenmore
	149.799.800
	149.353.470
	99,70

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa wringinpitu kec. tegaldlimo
	192.599.750
	191.656.190
	99,51

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa sukorejo kec. bangorejo
	212.727.060
	212.074.260
	99,69

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa purwoharjo kec. purwoharjo
	212.727.060
	206.563.260
	99,45

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa tambakrejo kec. muncar
	212.727.060
	205.650.510
	99,61

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa gladag kec. rogojampi
	106.363.530
	105.643.630
	99,32

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa tegalrejo kec. tegalsari
	212.727.060
	190.545.560
	99,70

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa glagahagung kec. purwoharjo
	212.727.060
	208.301.410
	99,49

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa rejoagung kec. srono
	212.727.060
	208.808.360
	99,70

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa kalibarumanis kec. kalibaru
	110.985.530
	110.431.100
	99,50

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa sepanjang kec. glenmore
	212.727.060
	211.045.760
	99,65

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa kedungringin kec. muncar
	181.899.750
	180.194.775
	99,06

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa tapanrejo kec. muncar
	124.899.850
	123.614.270
	98,97

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa gentengwetan kec. genteng
	106.999.850
	105.971.520
	99,04

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desamubiharjo kec. glenmore
	-
	-
	

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa wonosobo kec. srono
	-
	-
	

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa siliragung kec. siliragung
	212.727.060
	191.416.160
	99,47

	
	-   Pengembangan jalan usaha tani di desa temuasri kec. sempu
	212.727.060
	202.873.760
	99,70

	
	-   Jalan produksi desa balak kec. songgon
	212.727.060
	211.219.260
	99,29

	
	-   Jalan produksi desa bumiharjo kec. glenmore
	212.727.060
	211.418.160
	99,38

	
	-   Jalan produksi kel. Gombengsari kec. kalipuro
	212.727.060
	211.564.660
	99,45

	
	-   Jalan produksi desa karangbendo kec. rogojampi
	212.727.060
	211.583.360
	99,46

	
	-   Jalan produksi dsn. Karanganyar desa karangsari kec. sempu
	212.727.060
	211.379.160
	99,37

	
	-   Jalan produksi desa kluncing kec. licin
	212.727.060
	211.505.560
	99,43

	
	-   Jalan produksi desa kumendung kec. muncar
	212.727.060
	211.615.660
	99,48

	
	-   Jalan produksi dsn sidomulyo desa jambewangi kec. sempu
	212.727.060
	211.239.260
	99,30

	
	-   Jalan produksi desa sumberberas kec. muncar
	212.727.060
	211.487.260
	99,42

	
	-   Jalan produksi desa watukebo kec. wongsrejo
	212.727.060
	211.481.960
	99,41

	
	-   Jalan produksi desa macanputih kec. kabat
	150.000.000
	149.371.100
	99,58

	
	-   Jalan produksi kel. Sobo kec. banyuwangi
	150.000.000
	149.418.100
	99,61

	7
	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
	5.386.868.482
	5.150.498.850
	

	
	  Kegiatan Pengadaan sarana prasarana teknologi pertanian tepat guna
	5.326.868.482
	5.092.991.680
	

	
	-     Pembangunan jaringan irigasi air tanah
	125.487.882
	124.208.000
	98,98

	
	-     Pembangunan Dam parit desa sambirejo kec. bangorejo
	105.930.000
	105.170.000
	99,28

	
	-     Pembangunan Dam parit desa bangorejo kec. bangorejo
	105.930.000
	105.200.000
	99,31

	
	-     Pembangunan Dam parit desa sambimulyo kec. bangorejo
	105.930.000
	105.180.000
	99,29

	
	-     Pembangunan Dam parit desa sepanjang kec. glenmore
	105.930.000
	103.791.000
	97,98

	
	-     Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa tapanrejo kec. muncar
	134.500.000
	133.882.600
	99,54

	
	-     Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa bangorejo kec. bangorejo
	134.500.000
	133.689.000
	99,40

	
	-     Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa dasri kec. Tegalsari
	100.000.000
	99.421.700
	99,42

	
	-     Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa karangdoro kec. tegalsari
	100.000.000
	99.430.700
	99,43

	
	-     Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa gambiran kec. gambiran
	100.000.000
	99.454.400
	99,45

	
	-     Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa purwodadi kec. gambiran
	100.000.000
	99.542.600
	99,54

	
	-     Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa kaligondo kec. genteng
	100.000.000
	99.427.000
	99,43

	
	-     Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa setail kec. genteng
	100.000.000
	99.484.200
	99,48

	
	-      Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa alasmalang kec. singojuruh
	100.000.000
	99.240.000
	99,24

	
	-     Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa gambor kec. singonjuruh
	100.000.000
	98.990.000
	98,99

	
	-      Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa aliyan kec. rogojampi
	100.000.000
	99.240.000
	99,24

	
	-         Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa blimbingsari kec. rogojampi
	100.000.000
	99.170.000
	99,17

	
	-        Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa watukebo kec. rogojampi
	100.000.000
	99.110.000
	99,11

	
	-         Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa bayu kec. songgon
	100.000.000
	99.270.000
	99,27

	
	-         Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa tegalharjo kec. glenmore
	100.000.000
	99.636.000
	99,64

	
	-         Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa banyuanyar kec. kalibaru
	100.000.000
	99.591.000
	99,59

	
	-        Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa grajagan kec. purwoharjo
	100.000.000
	99.347.000
	99,35

	
	-        Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa kedayunan kec. kabat
	100.000.000
	99.280.000
	99,28

	
	-        Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa jambesari kec. giri
	100.000.000
	98.910.000
	98,91

	
	-        Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa alasbulu kec. wongsorejo
	100.000.000
	99.140.000
	99,14

	
	-        Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa tegalarum kec. sempu
	100.000.000
	98.990.000
	98,99

	
	-        Rehabilitasi JITUT/JIDES di desa kepundungan kec. srono
	100.000.000
	99.190.000
	99,19

	
	-        Pengembangan predator hama tikus
	200.000.000
	198.829.000
	99,41

	
	-        Pengadaan alat/mesin semprot tanaman pangan
	350.000.000
	204.479.000
	58,42

	
	-        Pengadaan alat emposan tikus
	70.000.000
	66.815.000
	95,45

	
	-        Pengadaan APPO mendukung tanaman pangan
	136.500.500
	129.900.500
	95,16

	
	-        Pengadaan alat PH meter untuk tanaman pangan
	55.000.000
	53.856.000
	97,92

	
	-        Pengadaan handtraktor
	620.280.100
	583.580.100
	94,08

	
	-        Pengadaan alat potong padi (paddy mower)
	91.000.000
	81.000.000
	89,01

	
	-        Pengadaan alat ubinan untuk petugas mantri tani
	28.880.000
	27.060.000
	93,70

	
	-        Pengadaan tiang penyangga tanaman buah naga
	200.000.000
	198.000.000
	99,00

	
	-        Pengadaan screen net untuk tanaman sayuran
	196.000.000
	195.465.940
	99,73

	
	-        Pengadaan APPO mendukung kawasan hortikultura
	100.000.000
	96.849.000
	96,85

	
	-        Pengadaan kultivator mendukung kawasan hortikultura
	170.000.000
	169.516.940
	99,72

	
	-        Pengadaan power sprayer gendong mendukung kawasan hortikultura
	191.000.000
	190.715.000
	99,85

	
	-        Pengadaan kendaraan bermotor roda tiga mendukung kawasan hortikultura
	100.000.000
	99.940.000
	

	
	 Kegiatan pelatihan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
	60.000.000
	57.507.170
	

	
	-       Pengembangan budidaya padi dengan metode SRI
	60.000.000
	57.507.170
	95,85

	8
	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
	2.033.840.000
	1.481.616.650
	71,19

	
	  Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan
	1.078.490.000
	576.035.250
	

	
	-      Pengadaan stok pestisida padi palawija
	440.000.000
	-
	0,00

	
	-      Pengadaan agens dan pupuk hayati
	80.000.000
	79.442.000
	99,30

	
	-      Pengadaan pupuk organik mendukung tanaman pangan
	190.000.000
	185.320.000
	97,54

	
	-      Pengadaan pupuk organik untuk petani kopi dan kelapa
	265.000.000
	208.942.750
	78,85

	
	-      Pengadaan pestisida untuk tanaman hortikulturaz
	103.490.000
	102.330.500
	98,88

	
	  Penyusunan kebijakan pencegahan alih fungsi lahan
	300.000.000
	266.500.000
	

	
	-       Penyusunan raperda dan peta LP2B (lahan pertanian pangan berkelanjutan)
	300.000.000
	266.500.000
	88,83

	
	  Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan
	655.350.000
	639.081.400
	

	
	-       Pengadaan bibit tanaman buah buahan
	323.350.000
	314.231.700
	97,18

	
	-       Pengadaan bibit cengkeh, kelapa dan kopi robusta
	332.000.000
	324.849.700
	97,85

	9
	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
	1.056.119.000
	649.902.800
	61,54

	
	  Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan
	396.119.000
	185.645.200
	

	
	-        rehabilitasi balai penyuluhan pertanian (BPP)
	153.531.200
	150.995.200
	98,35

	
	-        penyediaan sarana penyuluhan pertanian
	242.587.800
	34.650.000
	14,28

	
	  Penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan
	660.000.000
	464.257.600
	

	
	-        Pendampingan penyuluhan pertanian
	660.000.000
	464.257.600
	70,34

	10
	Program Pemanfaatan potensi Sumberdaya Hutan
	321.375.000
	309.557.900
	96,32

	
	  Pengembangan hasil hutan non kayu (pengembangan budidaya lebah madu)
	97.375.000
	97.226.000
	99,85

	
	  Pengembangan hutan tanaman
	199.000.000
	195.899.920
	98,44

	
	  Optimalisasi PNBP
	25.000.000
	16.431.980
	

	
	-        Optimalisasi PNBP
	25.000.000
	16.431.980
	65,73

	11
	Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
	1.316.250.000
	1.292.460.620
	98,19

	
	  Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan
	1.316.250.000
	1.292.460.620
	

	
	-       Penanaman pohon mendukung gerakan sedekah oksigen (GSO)
	122.500.000
	118.765.700
	96,95

	
	-       Penghijauan kanan kiri jalan
	175.000.000
	170.965.340
	97,69

	
	-       Penghijauan kanan kiri sungai
	230.000.000
	225.384.800
	97,99

	
	-       Pembuatan Dam penahan
	175.000.000
	173.945.000
	99,40

	
	-       Pengadaan bibit penghijauan MPTS kepada POKMAS
	200.000.000
	194.459.920
	97,23

	
	-       Penyelamatan sumber mata air
	199.750.000
	195.849.860
	98,05

	
	Pembuatan sumur resapan
	214.000.000
	213.090.000
	99,57

	12
	Perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan
	37.500.000
	30.024.000
	80,06

	
	    Perencanaan dan pengembangan hutan
	-
	-
	

	
	Pendampingan kelompok usaha perhutanan rakyat
	-
	-
	

	
	    Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan
	37.500.000
	30.024.000
	

	
	-       Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan
	37.500.000
	30.024.000
	80,06

	13
	Program peningkatan kualitas bahan baku industri hasil tembakau
	2.234.648.000
	1.553.558.000
	

	
	  pembudidayaan bahan baku dengan kadar nikotin rendah (DBHCHT)
	2.026.989.000
	1.366.653.000
	

	
	-     Peningkatan produksi dan mutu melalui intensifikasi tembakau (pengadaan pupuk organik granul, pupuk organik cair, pupuk NPK, pupuk Zk, insektisida dan ZPT untuk petani tembakau
	2.026.989.000
	1.366.653.000
	67,42

	
	  penanganan panen dan pasca panen bahan baku (DBHCHT)
	207.659.000
	186.905.000
	

	
	-     Pengadaan sarana dan prasarana dalam mendukung peningkatan produksi dan mutu tembakau (pengadaan mesin rajang dan terpal untuk petani tembakau)
	207.659.000
	186.905.000
	90,01

	14
	Perencanaan dan pengembangan hutan
	140.000.000
	137.879.980
	

	
	-       Pendampingan kelompok perhutanan rakyat
	140.000.000
	137.879.980
	98,49

	JUMLAH
	25.408.315.832
	23.045.842.045
	90,70


BAB IV

PENUTUP
A.  Kesimpulan
LAKIP ini disusun dengan acuan Review Renstra Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2014 yang memuat perubahan Indikator kinerja Utama (IKU) SKPD. Dari 14 (empat belas) Indikator Kinerja utama yang terukur, 13 (tiga belas) diantaranya telah melampaui target yang ditetapkan. Sementara 1 (satu) indikator tidak tercapai,  namun pencapaiannya diatas 85 %, yakni sebesar 98,2% sehingga dapat dikategorikan baik.
B. Saran

· Untuk capaian Indikator utama yang melampaui target kiranya perlu terus dipacu peningkatannya disinergiskan dengan yang masih dibawah target melalui program/kegiatan yang memiliki multiplier effect sehingga mendorong capaian indikator utama lainnya.
· Capaian indikator utama yang masih dibawah target perlu mendapat perhatian yang lebih ekstra untuk pelaksanaan program/kegiatannya pada tahun anggaran berikutnya.
· Capaian indikator utama yang sesuai target perlu ditingkatkan agar lebih memberikan manfaat/dampak yang lebih besar bagi masyarakat.

	An
	KEPALA DINAS PERTANIAN, 

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANYUWANGI

Ir. H. IKRORI HUDANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590505 198503 1 023



KATA PENGANTAR


Sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2014 dan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang  Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai media pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi, misi dan tujuan organisasi.

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Banyuwangi sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi yang melaksanakan  Urusan Pertanian dan Urusan Kehutanan berkewajiban menyusun LAKIP dimaksud sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dengan demikian akan dapat di ukur secara obyektif  tingkat keberhasilan kinerjanya selama satu tahun anggaran. LAKIP ini disusun dengan mengacu pada Review Renstra Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2010 – 2014 sebagaimana uraian Indikator kinerja Utama (IKU) yang telah diperbaharui.

Selanjutnya atas disusunnya LAKIP tahun 2014 ini kami berharap adanya kritikan yang konstruktif dari semua fihak untuk penyempurnaannya baik dalam aspek substansi maupun redaksionalnya, demikian semoga bermanfaat bagi kita semua.
	
	Banyuwangi,       Pebruari 2015

	An
	KEPALA DINAS PERTANIAN, 

KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BANYUWANGI

Ir. H. IKRORI HUDANTO
Pembina Utama Muda
NIP. 19670909 199703 1 004
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PEMERINTAH KABUPATEN
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LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

( LAKIP )
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DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN BANYUWANGI

DAFTAR KEBERHASILAN/PRESTASI

TAHUN 2014

	No
	Nama Organisasi/
Kelompok Binaan
	Jenis Penghargaan
	Tingkat Kejuaraan

	
	
	
	Provinsi Jawa timur
	Nasional
	Internasional

	1
	Kabupaten Banyuwangi
	Juara I Lomba Gerakan Penanaman Satu Milyar Pohon 
	v
	
	

	2
	Kelompok Tani Mekarsari 
Desa Alasrejo
Kecamatan Wongsorejo
	Kelompok Tani Jagung Berprestasi
	
	v
	

	3
	Kelompok Tani Ngudi Makmur  Desa Sidorejo 

Kecamatan Purwoharjo
	Pemenang I Lomba Agribisnis Padi
	v
	
	

	4
	Kelompok Tani Sumber Urip  Desa Watukebo 

Kecamatan Rogojampi
	Pemenang I Lomba Agribisnis Padi
	v
	
	

	5
	Pokmas “ Lestari “ 

Desa Gumuk

Kecamatan Licin
	Pemenang I Lomba Pokmas Anti Poverty Program (APP) Bidang Pertanian
	v
	
	

	6
	Kelompok Tani Jaya Makmur
Desa Wringinagung
Kecamatan Gambiran  
	Pemenang I Lomba UPJA
	v
	
	

	7
	Kelompok Tani Pipit
Desa Sambimulyo
Kecamatan Bangorejo
	Pemenang III Lomba Kebun / Lahan GAP
	v
	
	

	8
	Kabupaten Banyuwangi
	Pemenang I Kontes Buah, Kelompok Tanaman Pohon / Perdu (sawo)
	v
	
	

	9
	Kabupaten Banyuwangi
	Pemenang III Kontes Buah, Kelompok Tanaman Pohon / Perdu (jeruk)
	v
	
	

	10
	Kelompok Tani Lebakan
Desa Sidowangi
Kec.Wongsorejo
	Pemenang I Lomba Intensifikasi Budidaya Tembakau Kasturi


	v
	
	

	11
	Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air (GHIPPA) Sumber Arum,

Desa Parijatah wetan,

Kecamatan Srono
	Pemenang Teladan II Lomba  HIPPA dan GHIPPA
	v
	
	


Keterangan :

Piagam terlampir.
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